BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis

pada Bab 11, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembuktian dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan secara
Elektronik yaitu sama seperti pada ketentuan di KUHAP serta Perma No 4
Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik hanya mengisi kekosongan hukum di KUHAP
yang berkaitan persidangan penanganan perkara pidana secara elektronik.
Penanganan perkara pidana melalui persidangan secara elektronik merupakan
konsep peradilan yang modern dengan memegang teguh asas cepat, sederhana
dan biaya ringan. Namun perlu dipertimbangkan lagi ketika proses persidangan
dilakukan elektronik secara keseluruhan, terlebih pada tahap pembuktian. Pada
tahap pembuktian Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuktikan unsur-
unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan minimal 2 (dua) alat
bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan serta
berkesinambungan dan nantinya membuat Majelis Hakim/Hakim
berkeyakinan terdakwa bersalah. Namun sulit sekali memeriksa Alat Bukti
yang sah ketika sidang dilakukan secara elektronik, karena dengan akses yang

menggunakan jaringan internet tidak stabil dan tidak bertatapan
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langsung di ruang sidang, baik Penasihat Hukum ataupun Majelis Hakim yang
sehingga kesulitan memeriksa keabsahan Alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa
Penuntut Umum.

Hambatan dalam pembuktian penanganan perkara pidana berdasarkan
Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik, yakni berkaitan dengan standar operasional
prosedur yang berbeda pada setiap instansi, Anggaran yang tersedia, kualitas
sumber daya manusia dan sarana prasarana yang yang masih kurang memadai
menjadi faktor yang menghambat dalam menjalani proses persidangan

khususnya dalam hal pembuktian perkara pidana.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan penulis sebelumnya,
sehingga penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah RI dan DPR RI perlu mengkaji ulang KUHAP yang berlaku
sekarang dan menambahkan ketentuan mengenai prosedur beracara pidana
dalam persidangan melalui elektronik di RUU tentang KUHAP.;

2. Pemerintah perlu memberikan tambahan anggaran kepada Pengadilan
diperuntukan penambahan fasilitas sarana dan prasarana terkait

persidangan secara elektronik;
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